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BUPATI KEPAHIANG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG 
NOMOR 73, TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG 
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPAHIANG, 

a. bahwa untuk menyesuaikan clengan perubahan 
nomenklatur kelembagaan pada jajaran Pemerintah 
Kabupaten Kepahiang serta memperjelas prosedur, tata 
cara dan proses dalam upaya penyediaan dan 
pemanfaatan cadangan pangan di Kabupaten Kepahiang; 

b. bahwa beberapa ketentuan pada Pasal dan ayat dalam 
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan 
Pemerintah Kabupaten Kepahiang terjadi beberapa 
perubahan dan penambahan, sehingga perlu mengubah 
Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 15 Tahun 2014; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Kepahiang Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten 
Kepahiang. 

1. Undarig-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan 
yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2.012 Nomor 2227, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360); 
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2. Undang-Undang N.omor 17 Tahun 200.3 T.entang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4268); 

.3.- !Jng.~g-!Jng.;:µ:ig RtpµJi>lik Jng.9n~_\'li.~ Np.m-9r 39 TM11:n 
2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan 
Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4349 ); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Ne_gara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang 
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 
Pedomaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'fahun 2·005 Nomor 165, 'fambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras 
Nasional Dalarii Merighadapi Koridisi Iklim Ekstrim. 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang. (Lembaran 
Da:errur Kabu:paten Kepah:iro:i:g Tah:uff 2016 Nomor· 13)'; 



Menetapkan : PERUBAHAN 
NOMOR 15 
CADANGAN 
KEPAHIANG. 

MEMUTU.SKAN : 

ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG 
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN 
PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 
15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan 
Pemerintah Kabupaten Kepahiang diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 19, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daer.ah adalah Daer.ah Kabupaten Kepahiang 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta 
Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif 
Daerah / Penyelenggara Pemerintahan Daerah . 

. 3. Pangan .adal.ah .segala .se.suatu yang berasal .dari .s.umber 
hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah 
yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi 
konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, 
bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan 
g.gµ_i:µ:n pr9§~§ p~nyi~PMI-, p~p.g9J~b.@ 9-M 1'l-IB-Y 
pembuatan makanan dan minuman. 

4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan 
bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya 
pangan yang. cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
aman, merata dan terjangkau. 

5. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan atau 
minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum 
dalam ranwca memenuhi kebutuhan haya~ya. 

6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses 
menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, 
mengawetkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk 
pangan. 

7. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu 
wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian 
gejolak/ stabilitas harga pangan, dan atau menghadapi 
keadaan darurat. 
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.8. Cadangan P.angan Pemerintah .adalah .sejumlah pangan 
tertentu bersifat pokok milik pemerintah, yang 
pengadaannya direalisasikan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, yang dapat 
dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. 

9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang 
adalah sejumlah pangan tertentu bersifat pokok milik 
Pemerintah Kabupaten Kepahiang, yang pengadaannya 
direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kepahiang, yang dapat dimanfaatkan 
untuk p~n;m.ggµl;m.g_im. k~r<!,w@;m. p;m.g@ §p~§wk l9ksJ.§i, 
untuk upaya peningkatan gizi masyarakat dan untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat pada waktu 
tertentu. 

10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu 
yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang 
memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur 
biasa. 

11. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, 
kekurangan pangan dan atau ketidak mampuan ruma.li. 
tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. 

12. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan 
tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang 
mencapai 25 % dari harga normal. 

13. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau 
minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia 
dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya. 

14. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis 
pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi oleh penduduk 
dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna 
memenuhi keseimbangan gizi. 

15. Operasi Pasar Mumi adalah tindakan pemerintah dalam 
rangka menangani gejolak harga pangan yang terjadi di 
daerah tertentu selamajangka waktu tertentu. 

1.6, Ker.aw.anan P.angan Spesifik Lokasi adalah kondisi 
kesulitan memperoleh pangan yang merupakan informasi 
awal / deteksi dini dari komponen masyarakat / institusi 
terkait, bahwa telah terjadi perubahan pola konsumsi 
masyarakat (baik jenis maupun jumlahnya) selama 
kµr;m.g l~!;>m §1;!.tµ :rr:tinggµ g;m. JJngk&!-t kP»§Um§inY&J. < 79 
% AKG sesuai dengan kondisi spesifik lokasi. 



17. Peningkatan Gizi Masyar.akat .adalah upaya untuk 
mendukung penanganan preventif masalah gizi (gizi 
buruk, gizi kurang, marasmus, kwarsiorkor, marasmus­
kwarsiorkor, dan kelaparan) yang terjadi di masyarakat. 

1~ .. RJ;!.W!!Il Pimg@ J;!.Q.ms!h kpng.i§i §JJ.§,t!J Q.J;!.!:lfM, IDJ;!.§YN~J;!.t 
atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan 
keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi 
standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan 
kesehatan sebagian besar masyarakatnya. 

19 •. Kerawanan P.angan Pase.a B.enc.ana .adalah ker.awanan 
pangan sebagai akibat bencana yang berdampak luas dan 
tidak dapat segera diatasi. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi 
.i;;t l;>J;!.g_aj P!:lrilmt.: 

Pasal 2 

(1) Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan 
pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. 

(2) Cadangan pangan p.emerin:tah .sebagaimana .dimaks:u.d 
pada ayat (1) terdiri atas cadangan pangan pemerintah 
pusat, cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan 
pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan 
pangan pemerintah desa. 

(.3) Cadangan pangan pemerin:tah p:u.sat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menangani / 
mengatasi masalah bencana alam, kerawanan pangan 
pasca bencana dan gejolak harga. 

(4) CJ;!.9Jmgim PMgim P!:lID!:lWJ.ts!h prpyjp_§i Q.~ 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan untuk menangani / mengatasi masalah 
kerawanan pangan spesifik lokasi dan peningkatan gizi 
keluarga serta masyarakat miskin yang tidak termasuk 
daftar penerima raskin. 

(5) Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat 
pokok (beras atau non beras). 

(.6) Untuk mewuj:u.dkan .cadangan pangan pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan : 
a. Melakukan inventarisasi cadangan pangan; 
b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan atau 

keadaan darurat; 
9., ID!:lP.-Y!:lJ@ngg~JJ;!.k!:!J} Ptng~Q.fil!cJ}, P@ngtJp]J;!.J;!.J.} gm, 

penyaluran cadangan pangan. 
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.3. Ketentuan pada Pasal 4 ay.at (1), ay.at (2) huruf b .dan c 
diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

( 1) Penetapan Jenis .cadangan pangan .dise.suaikan .dengan 
pola konsumsi pangan masyarakat, yaitu jenis pangan 
pokok (beras) serta jenis pangan lainnya. 

(2) Untuk menetapkan besarnya kebutuhan cadangan 
Ktp!'J.biw:ig,-pm1-g__qp. Ptmtrin.t!i!b K!'l-);>µp_;~Jtn 

dipertimbangkan berdasarkan: 

a. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan 
peta kerawanan pangan; 

b. kebutuhan untuk mengantisipasi dan me~gatasi 
kerawanan pangan spesifik lokasi dan peningkatan 
gizi masyarakat spesifik lokasi; 

c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan 
pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten 
Kepahian~. 

4. Ketentuan pada BAB IV diubah judul, Pasal 5 ayat (3) dan (4) 
diubah sehingga BAB IV Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

(1) 

BAB IV 

PENGADAAN DAN PENGGANTIAN CADANGAN PANGAN 
PEMERINTAH 

Pasal 5 

Volume .dan hentuk .cadangan pangan pemerintah yang 
diadakan, tergantung kepada peruntukan dan atau 
penggunaannya, yaitu : 

a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi; 
I:>, ptnjngk!'J.t!'J.P gi,z_i ID!'l-§YM§l@t (IDsl-§YN!'!ksi.t um.um 

termasuk balita, anak sekolah, dan ibu hamil serta 
ibu menyusui); 

c. frekuensi terjadinya bencana dan dampak yang 
ditimbulkannya; 

d. daya simpan setiap jenis bahan makanan dan 
prasarana _pendukung untuk menjaga kualitas dan 
daya tahan dalam waktu relatif lama. 

(2) Pengadaan cadangan pangan pemerintah wajib dilakukan 
setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten 
Kepahiang perlu mengalokasikan anggaran secara khusus 
dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang 
dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan 
pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kepahiang. 



{.3) Pengadaan .cadangan pangan Pemerintah Kabupaten 
Kepahiang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan 
dan Perikanan Kabupaten Kepahiang, dengan penugasan 
oleh Bupati Kepahiang selaku Ketua Dewan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Kepahiang. 

(4) Dalam hal pengadaan .cadangan pangan p.emerintah,­
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten 
Kepahiang, dapat bekerjasama dengan Perum Bulog Sub 
Divisi Regional Rejang Lebong dan atau badan usaha 
lainnya . 

. 5, Ketentuan pada BAB V diubah judul bab, .sehingga BAB V 
berbunyi sebagai berikut: 

BAB V 

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH 

6. Ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b diubah, ayat (2) 
huruf a, huruf b dan huruf e diubah sehingga Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal .8 

(1) Prosedur dan mekanisme penggunaan cadangan 
pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, diatur sebagai 
berikut: 

a. mekanisme p.enggunaan .c.adangan pangan 
Pemerintah Kabupaten Kepahiang, difokuskan untuk 
penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi, dan 
upaya perbaikan gizi masyarakat pada cakupan 
tingkat rumah tangga, desa dan kecamatan. 

b, Ptnruwngim 91.ggngim pgpg@ Ptm~rint@ ~~J:>YPI!J~n 
Kepahiang, baik dalam rangka penanganan 
kerawanan pangan spesifik lokasi dan atau upaya 
perbaikan gizi masyarakat, harus berdasarkan 
rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Ketahanan 
Pangan dan Perikanan atau Kelembagaan yang 
menangani Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang. 

c. untuk penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi 
dan upaya perbaikan gizi masyarakat, pada cakupan 
yang lebih luas (beberapa kecamatan), maka 
Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat 
mempergunakan cadangan pangan yang- dimilikinya 
disamping dapat mengusulkan kepada Gubernur 
Bengkulu, untuk memperoleh bantuan melalui 
cadangan pangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. 

(2} Pr.osedur p.enggunaan .dan penyalur.an .cadangan pangan 
Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam rangka 
penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi dan upaya 
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p.erbaikan giz1 masy.ar.akat; .dilaksanakan .dengan 
memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing unsur 
terkait serta mempertimbangkan hal-hal teknis, yang 
diatur sebagai berikut: 

f!c. Um T~Jmi!:1 Din~~ K!:ltM.<m§Il. PMgim 9-§Il. .P~).¥.:;µi@ 
Kabupaten Kepahiang atau yang menangani 
Ketahanan Pangan membuat Rekomendasi untuk 
penggunaan dan penyaluran Cadangan Pangan 
Pemerintah (CPP) Kabupaten Kepahiang, berdasarkan 
hasil investigasi dilapan_gan. Hasil Investigasi meliputi 
hal-hal sebagai berikut: Jumlah jiwa yang mengalami 
kerawanan pangan, Jumlah kebutuhan Cadangan 
Pangan yang dibutuhkan (untuk beras dilakukan 
berdasarkan perhitungan minimal 330 gram/orang/ 
hari atau berdasarkan perhitungan-perhitungan 
lainnya). - - - -

b. Kepala Desa/ Lurah diketahui Camat dapat 
mengajukan permintaan penyaluran beras cadangan 
pangan pemerintah berdasarkan data masyarakat 
miskin yang tidak termasuk penerima Rastra atau 
berdasarkan bencana alam, gaga! panen padi sawah 
akibat pasca bencana atau akibat serangan organisme 
pengganggu tanaman yang dinyatakan puso atau 
gaga! panen diatas 75 persen oleh petugas Pengendali 
Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) setempat. 

c. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Kepahiang dapat melakukan koordinasi untuk 
menentukan langkah-langkah dan kebijakan 
pemerintah, berdasarkan rekomendasi penggunaan 
dan penyaluran cadangan pangan pemerintah. 

d. Hasii koordinasi disampaikan kepada Bupati 
Kepahiang selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Kepahiang sebagai bahan untuk 
menetapkan penyaluran cadangan pangan 
pemerintah yang dilaksanakan oleh Tim Teknis 
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten 
Kepahiang pada Dinas Ketahanan Pangan dan 
Perikanan Kabupaten Kepahiang. 

e. Khusus mengenai penyaluran cadangan pangan 
berupa beras sebagaimana dimaksud pada poin (c), 
dilakukan aras pe:rniititaari Bupati Kepaniang 
kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Rejang 
Lebong atau kepada lembaga yang khusus menangani 
Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten 
Kepahiang, hingga ke titik bagi, yang dibuktikan 
den:ga:n: IBerita: Aeara: Sera:h Terima: ba:n:tua:n: kepa:da: 
setiap sasaran, oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat. 
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S.ekretariat D.ew.an Ketahanan Pangan Kabupaten 
Kepahiang melakukan koordinasi, pemantauan, pengawasan 
dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran cadangan pangan 
dimaksud, untuk dilaporkan kepada Bupati Kepahiang. 

7.. K~t~ntµim pgdg B.AB Vl dfq);>,$ jµgµJ );>g);>, pg§aj 9 gygt, Ul, 
(2), dan (3) diubah sehingga judul BAB VI dan Pasal 9 
berbunyi sebagai berikut: 

BAB VI 

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN 
Pasal 9 

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan 
cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, 
dilakukan oleh Tim Teknis Dinas Ketahan&n· Pangan dan 
Perikanan. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
Bidang di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, sesuai 
tugas pokok dan fungsi masingamasing. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
dan Perikanan Kabupaten Kepahiang, selaku Sekretaris 
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang dan 
terintegrasi dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Kepahiang. 

8. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 

( 1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan 
Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dikoordinasikan oleh 
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas 
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati 
Kepahiang. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara berkala setiap semester dan atau sesuai 
kebutuhan . 

. (4} Bupati Kepahiang .selaku Ketua D.ewan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Kepahiang, secara berjenjang 
menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian 
Republik Indonesia melalui Gubernur Bengkulu selaku 
Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. 

' '·1 
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Pasalll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dw.wri B~tiw., D!;!.tir§h K:<'!-PlJcP!;!.ttin Ktip.§biMg.-

Ditetapkan di Kepahiang 

Pada Tanggal I Na11~1Y1'o<:,.. 2017 

t, B:WATJ SPMJIANG, f-
~ f J[IDAYA.,.,.;;;,,.,, SJAHID 

Diundangkan di Kepahiang 

al \ l'JC\lt"l\?c:r 2017 

ZAMZAM! ZUBIR, .SE, MM 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR 73. 
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